N

— I‘
Pa—riee s N
UNIVERSITAS ISLAM NEGER

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

— - L
Sumber: https://www.pinterest.com/pin/654921970799869079/




B DEWAN PIMPINAN CABANG

| IKATAN ADVOKAT INDONESIA

R U M AW I PENELUSURAN

HUKUM DAN
PENDIDIKAN KHUSUS DOKUMENTASI
PROFESI ADVOKAT
23 AGUSTUS s/ HUKUM
21 SEPTEMBER 2025

---------------------------------------------------------------------------------------------------------



https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57460092600
https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=F90TTY4AAAAJ
https://researchid.co/rid15215
https://orcid.org/0000-0003-3446-2222
https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAV-8363-2020

@ Dendidikan Khiieiie Drnfaci Adunlat [DKDA)

PENELUSURAN |

HUKUM DAN
DOKUMENTASI
HUKUM o]
PENELUSURAN ..
HIERARKI TEHNIK DAN TUJUAN
H U KU M D AN PERUNDANG- METODE PENELUSURAN
UNDANGAN DI PENELUSURAN DOKUMEN
INDONESIA DOKUMEN HUKUM

DOKUMENTASI
HUKUM

HUKUMOAY
DOKUNENTAS
HIKN

HUKUNDAN
DOKUMENTASI
HW

SUMBER- RANCANGAN CONTOH
RUMAWI | SUMBER DOKUMEN HUKUM  KASUS
HUKUM DALAM RANGKA

LITIGASI

rumawiguinkhasacid




°
A FAKULTAS HUKUM ’"'\ F -HAnl /B DEWAN PIMPINAN CABANG SeCtlon
' UNIVERSITAS ISLAM / \ @ | IKATAN ADVOKAT INDONESIA y
/ BN R

JEMBER . J JEMBER

HIERARKI
PERUNDANG-
UNDANGAN DI
INDONESIA

23 AGUSTUS sMd
21 SEPTEMBER 202

*SumBer. Mttps//Achtiarbaruvanhoeve blogspor. /2006f0¥ Hinmputam-peraturanh-perumeang- * * *




HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA

3 UNDﬂNG UNDANG REPUBI.IK INDONESIA ATURA TEMUKAN DOKUMEN HUKUM DI

NOMOR 12 TAHUN 2011 3 > B E \ \n\\«.\\

INESIA JDIHN.GOIID

-~ TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN
- PERUNDANG- UNDANGANV

DILENGKAPI
-Uru;lang»undang ‘Republik-_indonssia Nomor 15
Tahun 2019 tentang Psrubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahuno 2011 tenlang'

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lh’l‘AR GRAFIKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubzhan Kedua Atas
“UndangUndang Nomor 12 tahun 2071 tontang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

= Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik indonsesia Nomor 11 Tabun 2021 tentang -

-~ Tata Cara Pelaksanaan Konsuitasi Publik Dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

HUKUM HUKUM PERUNDANG-

TIGA SUB UNDANGAN
BAHASAN



Selamat datang!

KBBI Daring adalah laman resmi pencarian kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Aplikasi Pemutakhiran Tentang Kami

Penyusun Daftar baru Kata Pengantar dan

Statistik

Sumber: https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda

PENELUSURAN: N PENELAAHAN; PENJAJAKAN

HUKUM:

1. N PERATURAN ATAU ADAT YANG SECARA RESMI
DIANGGAP MENGIKAT, DIKUKUHKAN OLEH PENGUASA
ATAU PEMERINTAH;

2. N UNDANG-UNDANG, PERATURAN, DAN SEBAGAINYA
UNTUK MENGATUR PERGAULAN HIDUP MASYARAKAT;
3. N PATOKAN (KAIDAH, KETENTUAN) MENGENAI
PERISTIWA (ALAM DAN SEBAGAINYA) YANG TERTENTU;
4. N KEPUTUSAN (PERTIMBANGAN) YANG DITETAPKAN
OLEH HAKIM (DALAM PENGADILAN); VONIS.

Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) VI daring



TESAURUS
BAHASA INDONESIA
PUSAT BAHASA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

PENELUSURAN:n PELACAKAN,

PENCARIAN, PENELAAHAN, PENJAJAKAN
(him. 507)

HUKUM:n ADAT, ASAS, DASAR, KADA,
KAIDAH, KANUN, KEKUASAAN, KEPUTUSAN,
KETENTUAN, KETETAPAN, LEMBAGA,
NORMA, PATOKAN, PERATURAN, PERINTAH,
PRINSIP, RASAM, SYAIRAT, TAKDIR, TIOREM,
UNDANG-UNDANG, YURA; (him. 193).

TESAURUS BAHASA INDONESIA
PUSAT BAHASA



sy | PENELUSURAN HUKUM
Penelusuran Hukum dan DITERJEMAHKAN DARI
Dokumentasi Huku LEGAL RESEARCH, YAITU
== | SUATU PROSES UNTUK
- | MENEMUKAN DI MANA
| ATURAN ATAU KAEDAH
= BERADA.

Hukum

Hikmahanto Juwana, Legal
Research Penelusuran Hukum dan
Dokumentasi Hukum, Powerpoint,
pleyle)]



PENELUSURAN

HUKUM

Tanggal, 24 Agustus 2025
PENELUSURAN

HUKUM DAN

SUATU UPAYA PENCARIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIASAAN,
KAEDAH, PUTUSAN, DAN KEPUTUSAN DI
TEMPAT KEBERADAANNYA UNTUK
KEBUTUHAN TERTENTU.

khasac.id




bbi.kemdikbud.go.id/Beranda

DOKUMENTASI:

1. N PENGUMPULAN, PEMILIHAN, PENGOLAHAN, DAN
PENYIMPANAN INFORMASI DALAM BIDANG PENGETAHUAN
2. N PEMBERIAN ATAU PENGUMPULAN BUKTI DAN
KETERANGAN (SEPERTI GAMBAR, KUTIPAN, GUNTINGAN
KORAN, DAN BAHAN REFERENSI LAIN): PANITIA DILENGKAPI
DENGAN SEKSI PAMERAN, PUBLIKASI, DAN --

3. N KOMP DESKRIPSI TERTULIS YANG KOMPREHENSIF DARI
PERANGKAT LUNAK DALAM BERBAGAI BENTUK DAN
TINGKAT PERINCIAN YANG SECARA JELAS MENDEFINISIKAN
PERSYARATAN, KONTEN, KOMPOSISI, DESAIN, KINERJA,
PENGUJIAN, PENGGUNAAN, DAN PEMELIHARAAN USULKAN
MAKNA BARU.

Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) VI daring



TESAURUS
BAHASA INDONESIA
PUSAT BAHASA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DOKUMENTASI: n PEMILIHAN,

PENGARSIPAN, PENGOLAHAN, PENGUMPULAN,
PENYIMPANAN, PERBAHANAN (him. 137)

HUKUM:nh ADAT, ASAS, DASAR, KADA,
KAIDAH, KANUN, KEKUASAAN, KEPUTUSAN,
KETENTUAN, KETETAPAN, LEMBAGA,
NORMA, PATOKAN, PERATURAN, PERINTAH,
PRINSIP, RASAM, SYAIRAT, TAKDIR, TIOREM,
UNDANG-UNDANG, YURA (him. 193).

TESAURUS BAHASA INDONESIA
PUSAT BAHASA



DOKUMEN HUKUM ADALAH
PRODUK HUKUM YANG BERUPA
f " PERATURAN PERUNDANG-
HEEESEEEE  UNDANGAN ATAU PRODUK

UMENTASI

HUKUM SELAIN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG
MELIPUTI NAMUN TIDAK
TERBATAS PADA PUTUSAN
PENGADILAN, YURISPRUDENSI,
MONOGRAFI HUKUM, ARTIKEL
MAJALAH HUKUM, BUKU
HUKUM, PENELITIAN HUKUM;,
PENG IAN HUKUM, NASKAH
AKADEMIS, PERUNDANG-
UNDAN

B ety (PASAL 1ANGKA 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

KANTOR WILAYAH JAWA TEN h‘ INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN
Sumber: https;//jdih.semarangkota.go.id/dokumen/view/peraturan-presiden-republik= |ndoneSIa 5’ DOKUMENTA | DAN |N FORMAS' H U KUM NASlONAL)

tahun-2012-tentang Jarmgan dokumentasi-dan-informasi-hukum-nasional-dan-peraturan= m
hukum-dan-hak-asasi-manusia-republik-indoensia-nomor-8-tahun-2019-tentang-standar= pen
dokumen-dan-informasi-hukum-1907 “.




DOKUMENTASI HUKUM MENURUT:

— THEODRIK SIMORANGKIR &

uuuuu

DOKUMENTASI HUKUM ADALAH
PENGUMPULAN, PEMILIHAN,
PENGOLAHAN DAN
MENYIMPANAN INFORMASI
DALAM BIDANG PENGETAHUAN
HUKUM (2018: 83-84).
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PENELUSURAN LITERATUR HUKUM,
OLEH:

Gregory
Churchill

USAHA MENEMUKAN
KAEDAH HUKUM,
TERUTAMA YANG
TERTULIS (1988: 1).

Home = Vol 13, No 1-2 (1388) = Churchill

PETUN]JUK PENELUSURAN LITER

Gregory Churchill

ABSTRACT

Setiap kali kita sebagai ahli hukum menghadapi suati
segi hukum dari masalah tersebut. Kita ditantang me
menjelaskan arti dari kaedah hukum itu dan member
masalah tersebut.

Usaha menemukan kaedah hukum, terutama yang te
hukum.

EBLL TEXT:

POF

DOI: https://doi.org/10.14203/].baca.v13i1-2.8

Bookmark and Share

Copyright (c)

Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah - Lembaga
Center for Scientific Data and Documentation - Indoi
JI. Jend. Gatot Subroto No. 10, South Jakarta, DKI Jz

Copyright 2015 by PDDI LIPI, Design

BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi index

[UR HUKUM INDONESIA

iasalah atau suatu persoalan, kita diharapkan membicar  an segi-
mukan kaedah hukum yang berlaku terhadap persoalan
stunjuk tentang pelaksanaannya atau penerapannya ter lap

lis, merupakan usaha yang dinamakan penelusuran liter ur

nu Pengetahuan Indonesia
ian Institute of Sciences
ta 12710, Indonesia

' Slamet Riyanto
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PENELUSURADN

HUKUM DAN

RAGAM DOKUMEN HUKUM

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

BUKU HUKUM
PUTUSAN PENGADILAN PENELITIAN HUKUM
YURISPRUDENSI PENGKAIJIAN HUKUM

MONOGRAFI HUKUM NASKAH AKADEMIS

ARTIKEL MAJALAH/JURNAL
HUKUM

RANCANGAN PERUNDANG-
UNDANG
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s PENELUSURAN DOKUMENTASI

HUKUM

Tanggal, 24 Agustﬁs-ZbES
PENELUSURAN

HUKUM DAN

PENGUMPULAN, PEMILIHAN,
PENGOLAHAN DAN MENYIMPANAN
INFORMASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIASAAN,
KAEDAH, PUTUSAN, DAN KEPUTUSAN.

mumawi@uinkhasac.id
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) oA Pemann aaasa KBBIVIDAring cCari  Seputar Laman Halo, rumat

Selamat datang!

KBBI Daring adalah laman resmi pencarian kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Mulai pencarian »

© Halo ruma! Anda mengecek halaman manajemen akun Anda? Anda dapat melihat cara
kanya . Jika Anda pernah mengajukan usulan-usulan, mungkin usulan-usulan tersebut telah
diproses oleh redaksi kami.

Aplikasi Pemutakhiran Tentang Kami

gan Ejaan Bahasa 2 n du
)

Kata Pengantar dan
Prakata

ndid

tar Sekarang

Bantuan

daftar fitur bagi
KBBI Daring

Statistik

Halaman yang m

Sumber: https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda

Keluar

« N URUTAN TINGKATAN ATAU
JENJANG JABATAN (PANGKAT KEDUDUKAN)
N ORGANISASI DENGAN TINGKAT WEWENANG DARI
YANG PALING BAWAH SAMPAI YANG PALING ATAS
N BIO DERETAN TATARAN BIOLOGIS, SEPERTI
FAMILI, GENUS, SPESIES
N KAT KUMPULAN PEMIMPIN GEREJA YANG
TERDIRI ATAS USKUP, IMAM, DAN DIAKON
USULKAN MAKNA BARU.

:n YANG BERTALIAN
DENGAN UNDANG-UNDANG; SELUK BELUK
UNDANG-UNDANG.

Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) VI daring



TESAURUS
BAHASA INDONESIA
PUSAT BAHASA

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

:n JENJANG, KEDUDUKAN,
SKALA, STRATA, STRUKTUR, TAHAP,
TANGGA, TATARAN, TINGKATAN (him. 190).

PER AN DARI
KATA :n HUKUM,

KANON, KETENTUAN, KETETAPAN,
KONSTITUSI, PERATURAN, QANUN,
UNDANG-UNDANG DASAR (him. 544).

TESAURUS BAHASA INDONESIA
PUSAT BAHASA



Pasal 7 ayat (1) UU 12/20T1

JENIS DAN HIERARKI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

a. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945;

 UNDANGUNDANGREPUBLIKINDONESIA
- NOMORTZTAHUNZOU
TENTARG

PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG;UNDANGAN

b. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT,;

c. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG;

B «{ndang-Undang Republik-indonssia-Nomor 15—~ 555
=S -~ Tahiin 2019 tentang-Perubahan Atas-Undang
: Undang-Nomor 1Z2-Tahun 2011 tentang—

d. PERATURAN PEMERINTAH; - Pembukikan PefetoranPurundanglindangin ¢ ~

« Undang-Undang Republik Indonesia “Nonior 13 ,: =
T :

e. PERATURAN PRESIDEN;

€ i
- Republik Indonasia Nomor 11 Tahun 2021 :
Tata Cara Pelaksanaan Kansuitast Pubilik
_Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

f. PERATURAN DAERAH PROVINSI; DAN ’**“-Z‘*"—*v:—“::"**—

g. PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KQ

19



Pasal 7

PASAL 7 Jo. PASAL 8 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdin atas:
U U NO 12 TAH U N 2011 a.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

A. BERSADARKAN PASAL TERSEBUT,
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI e Peraluan Presiden
INDONESIA ADA TUJUH JENIS DAN f.  Peraturan Daerah Provinsi; dan

KETUJUHNYA MEMILIKI KEDUDUKAN 0. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
HIERAKI BERURUTAN. (2) al'{;:tuatfn hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada

d.  Peraturan Pemerintah;

. DISAMPING ITU, ADA JENIS PERATURAN

Pasal 8

PERUNDANG-UNDANGAN SELAINNYA, (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup
peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan
DIAKUI KEBERADAANNYA DAN MEMPUNYAI F'en_n;gkilan Daerah, Mghkamah Agungl Mahkamah KonstjlusiE Badan Pemeriksa Keua_ngan, Komisi
KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG Yudisial, Bank Indonesia, Me_ntenl badan, I_embagal atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN Etz):l;?ngGSuEt?]enrggt Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, BupatiWalikota, Kepala Desa
PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH (2)  Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan

mempunyal kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan

TINGGI ATAU DIBENTUK BERDASARKAN yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

KEWENANGAN.




U Ymaalar] Bahan Paparan disampaikan dalam rangka HIERARKI

il Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
PERUNDANG-

UNDANGAN

PENELUSURAN

SUATU URUTAN TINGKATAN
YANG BERTALIAN DENGAN
SELUK BELUK PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.
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TEHNIK DAN METODE
_ PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM

)

AAAUTARAY AAVUSIMITH
DR sains, AN VA AUV O AUAUH N

aL0dMKIaL ARAVOVI ALIAUCS

BBty 4 AN g b

HIMPUNAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA

g PTICHTIAR BARU
MODEL MODEL
m PENELUSURAN PENELUSURAN
i DOKUMEN DOKUMEN
MODEL HUKUM HUKUM
SECARA MELALUVI
PENELUSURAN MANUAL INTERNET

DOKUMEN HUKUM




0
—_—

MODEL PENELUSURAN
DOKUMEN HUKUM
i | SECARA MANUAL

 cud5 Kerjasama antara DPN Peradi
- Fakultas Hukum Universitas [slam {

J ¢ 'PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM SECARA MANUAL
"anggal, 24 Agustus 2025 L

. DIPERLUKAN DUA HAL (GREGORY CHURCHILL, 1988: 7-
8):

[ r\ .
‘,IAF\\ ,! ‘

Lk
MDA g ALAT-ALAT, BERUPA KATALOG, INDEKS, PETUNJUK,
AUMEN> DAN LAIN SEBAGAINYA, YANG DAPAT MERNBANTU
JKUM | DALAM USAHA MENELUSURI DOKUMEN HUKUM.

2. DOKUMEN HUKUM, YANG BERUPA TERBITAN
RESMI PEMERINTAH(LEMBARAN NECARA,

RUMAW| e
Pengalar UIN Kia Hajl Achrad Scdiq Jenwey LERMBARAN DAERAH, BERITA NEGARA, BERITA

rumawi@uinkhasacid

DAERAH.) DAN TERBITAN SWASTA, MISAL:
HIMPUNAN KUMPULAN, EDARAN BERKALA.



MODEL PENELUSURAN
DOKUMEN HUKUM

SECARA MANUAL

PENELUSURAN SECARA | |
MANUAL, YURIS HARUS
MENCARI DOKUMEN-

DOKUMEN HUKUM YANG R L

BERUPA HIMPUNAN | > e

PERATURANAN PERUNDANG-
UNDANGAN, HIMPUNAN
PUTUSAN PENGADILA,
HIMPUNAN BERITA NEGARA,

HIMPUNAN BERITA DAERAH, W s
DAN DOKUMEN-DOKUMEN == | ‘
HUKUM LAIN, DICARI DAN

DITELISIK TERHADAP
DOKUMEN-DOKUMEN [TU.

TERPADU



.\ KHUSUS
. 3 ADVOKAT

BACUSTUS 44
2] SEPTEMBER 2025

MODEL PENELUSURAN
DOKUMEN HUKUM
MELALUI INTERNET

SUMBER-SUMBER HUKUM YANG TERDAPAT DALAM
DOKUMENTASI HUKUM TERSEBUT, DEWASA INI HAMPIR
SEMUA (TIDAK SEMUANYA) DAPAT DITELUSURI SECARA
ONLINE.

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
NASIONAL (JDIHN) YANG DIMILIKI LEMBAGA PEMERINTAH
DI PUSAT MAUPUN DARAH, YANG DAPAT DIAKSES SECARA
ONLINE.

JDIHN WADAH PENDAYAGUNAAN BERSAMA ATAS
DOKUMEN HUKUM SECARA TERTIB, TERPADU, DAN
BERKESINAMBUNGAN, SERTA MEMPUNYAI MERUPAKAN
SARANA PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI HUKUM
SECARA LENGKAP, AKURAT, MUDAH DAN CEPAT.



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM NASIONAL (JDIHN)

https://jdihn.go.id/
JDIHN sebagai pusat

https://peraturan.bpk.go.id/

JDIHN DI BPK RI. SERING MUNCUL POSISI PALING ATAS DALAM PENCARIAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDGAN.

https://peraturan.go.id/

JDIHN DI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

https://jdih.setneg.go.id/Produk
JDIHN DI Kementerian Sekretariat Negara

https://setkab.go.id/category/peraturan/
WEBSITE YANG MEMUAT PERATURAN DI SECRETARIAT KABINET

https://beritanegara.co.id/
WEBSITE YANG MEMUAT BERITA NEGARA

D DOKIMENHUKM  ANGGOTA KEGATAN UNDUHAN  APLIASITERKAT  FAQ MASUK M
g

TEMUKAN DOKUMEN HUKUM DI

JDIEN.GO.ID

o g4 Jen's Dokumen Hukum Sepert Pefaturan Perundangngandar, Monogrf Hikum, Atike Hukum, Putdsen Pengadian dan dokumen hukumianya
| By,

T T T
CARI DOKUMEN =




JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM NASIONAL (JDIHN)

https://ojk.go.id/id/Regulasi/Default.aspx
LAMAN YANG TERKAIT DENGAN PERATURAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN

https://Ips.go.id/regulasi/
LAMAN TERKAIT PERATURAN PENJAMINAN

https://kppu.go.id/peraturan-perundang-undangan/
LAMAN TERKAIT PERATURAN PERSAINGAN USAHA

https://jdih.lkpp.go.id/regulation/index
LAMAN TERKAIT PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Default.aspx
LAMAN TERKAIT PERATURAN PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Peraturan terkait lainnya
DAPAT LANGSUNG MENGUNJUNGI WEBSITE TERKAIT, MISAL PERATURAN

DPR/MPR, BISA BERKUNJUNG KE LAMAN KEDUANYA, DLL T ——
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DATABASE
PERATURAN JDIH BPK

LAMAN JDIH YANG MUNCUL PALING ATAS

KETIKA KLIK ‘UU BUMN’, UU BUMN
DI PENCARIAN GOOGLE, MAKA
DISUGUHKAN UU BUMN TERBARU
OLEH GOOGLE DENGAN
PENCARIAN PALING ATAS ADALAH
LAMAN JDIH BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN (BPK) RI.

30



JDIH BPK

JDIH BPK NOMOR 1 PENCARIAN
PERATURAN DI GOOGLE

----- ~ = HASIL PENCARIAN YANG DEMIKIAN
== TERSEBUT DIMUNGKINKAN LAMAN
IDIH BPK SELALU UP DATE

LAMAN URUTAN BERIKUTNYA
HASIL PENCARIAN DI GOOGLE

4 AlOverview

UU BUMN merujuk pada Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara
yang mengalami perubahan. Saat ini, undang-undang yang beriaku adalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- s
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU ini TE— 2 . H U K U M O N L I N E

disahkan pada Februari 2025 dan mengatur pembentukan anak perusahaan
serta pembubaran BUMN. ¢

— == 3. KOMISI INFORMASI PEMPROVE
UU Nomor 19 Tahun 2003 AC E H

4. JDIH KEMENTERIAN KEUANGAN

5. JDIH KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM

6. DST




PENCARIAN PUTUSAN

s | Direktori Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

LAMAN PUTUSAN MA NOMOR 1
PENCARIAN PERATURAN Dl
GOOGLE

HASIL PENCARIAN YANG DEMIKIAN
TERSEBUT DIMUNGKINKAN LAMAN
PUTUSAN MA SELALU UP DATE
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